
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 1998 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOH 4 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1997/1 998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  PEMALANG

Mehimbang : b'ahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat l l  Pemalang Tahun
Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat :  1 .  Undang -  undang Nomor  13  Tahun 1950 ten tang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  da lam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2 .  U n d a n g - u n d a n g  N o m o r  1 6  T a h u n  1 9 6 9  t e n t a n g
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyai dan Dewan
Penrvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 59. Tambahan Lembaran
N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  N o m o r  2 9 1 5  )

TINGKAT II  PEMALANG
NOMOR 2
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4 .

sebaga imana te lah  d iubah per tama dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 ( Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1975 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 3064) dan kedua dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3282) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndo
nesia Tahun 1975 Nomor 5 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1975 Nomor 6) ;
Peraturan Menter iDalam NegeriNomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
ten tang Pe laksanaan Anggaran Pendapatan  dan
Belanja Daerah ;

Keputusan Menter i  dalam Negeri  Nomor :  570-360
Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran
Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 94 Tahun
1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian
Anggaran Pendapatan dan B.elanja Daerah dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

o .

6 .

9.
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l0.Keputusan Menteri Dalam Negreri Nomor 908-1316
Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan
Susunan Perubahan AnggarEn Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah disempurnakan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-61 7 Tahun
'1988;

'l 1 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun
1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata
Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun
1 9 8 7  t e n t a n g  P e n g g u n a a n  S i s t i m  D i g i t  d a l a m
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan
Daerah ;

1 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun
'1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Anggaran Pendapatan Daerah ;

14 .  Pera turan  Daerah Kabupaten  Daerah T ingkat  l l
Pemalang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan
Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
ll Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat ll Pemalang Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor
3), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
188.3145411997 tanggal 19 Maret 1997 ;

l5 .Pera turan  Daerah Kabupaten  Daerah T ingkat  l l
Pemalang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat ll Pemalang Tahun Ang garan 1 997/1 998
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat l l
Pemalang Nomor 6 Tahun 1997 Seri  D Nomor 5),
sebagaimana telah disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor :
9031543/1997 tanggal 23 Mei 1997 ;
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat l l
Pemalang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penetapan Sisa
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanid Daerah
Kabupaten Daerah Ting kat ll Pemalan g Tahun A-n g garan
1996/1997 (Lembara=n Daerah Kabupaten D-alrah
Tingkat ll Pemalang Nomor 1 Tahun 1997 SeriD Nomor
!), sebagaimanq telah disahkan dengan Keputusan
Gu,bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah'Nomor :
903/61/1997 tanggal 16 Januari 1997;

' l7 .Keputusan Dewan Perwak i lan  Rakyat  Daerah
Kabupaten DaerahTingkat ll Pemalang Nomor 4 tanggal
9 Juli 1997 tentang-Peraturan TaIa Tertib Deilin
Perwak i lan  Rakya i  Daerah Kabupaten  Daer ih
Tingkat ll Pemalang.

Memperhatikan: 1. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 19g7
tangga l  20  Pebruar i  1997 ten tang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Alokasi Subsidi Daerah Otonom Tahun Anggaran
1997/1998;

2. SuratXeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 11 Maret 1997 nomor:903/5703
perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tingkat tl se-Jawa Tengah iahun
Anggaran 1997/1998;

3. Surat Keputusan Panitia Angqaran Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten D-a6rah Tinqkat ll pemalanq
Nomor : 172.3111/PAN.ANG/1997 tanggat 19 Desembe"r
1997 tentang Nota Keuangan Perub-ahan Anqqaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dierah
T ingkat  l l  Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998.

: Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan perwakilan
Rakyat Qgelah Kabupaten Daerah Tingkat ll pemalang
tanggal 23 Desember 1997.

Mendengar

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat ll Pemalang.

Menetapkan

M E M U T U S K A N

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G  T E N T A N G  P E N E T A P A N  P E R U B A H A N
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PFMAI-ANG TAHUN
ANGGARAN 1997/1998.
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( 1 )

(2)

/ t \

Pasal 1

A n g g a r a n  P e n d a p a t a n  T a h u n  A n g g a r a n  1 9 9 7 / 1 9 9 8  s e m u l a
Rp. 34.637.870.000 diperkirakan berlambah Rp. 14.1 52.534.000 sehingga
menjadi Rp. 48.790.404.000.

Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas
dimuat dalam Contoh A.lX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 34.637.870.000
d i p e r k i r a k a n  b e r t a m b a h  R p .  1 4 . 1 5 2 . 5 3 4 . 0 0 0  s e h i n g g a  m e n j a d i
Rp.48.790.404.000 dengan perincian sebagai ber ikut :

a. Belanja Rutin.
Sebelum perubahan
Bertambah

Belanja Rutin setelah perubahan

b. BelanjaPembangunan.
Sebelum perubahan
Bertambah

Belanja Pembangunan setelah perubahan ...

Rp.
Rp.

15.715.642.000
10.836.276.000

Rp.  26 .551 .918.000

18.922.228.000
3.316.2s8.000

Rp.
Rp.

Rp. 22.238.486.000

(2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b
tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.lX/P Peraturan
Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 1997/1998 setelah
Perubahan Rp. 48.790.404.000.

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998.
Sebelum perubahan , . . . . .  Rp. 2,255.750,000
Bertambah Rp. 300,000.000

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998
setelah perubahan Rp. 2.555.750.000

(2) Rincian Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam
Contoh A.lX/A Peraturan Daerah ini.
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Pasal 5
(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 19971998.

Sebelum perubahan Rp. 2.255.750.000
Bertambah ... . . . . . . , . . . . . . . . . .  Rp. 300.000.000

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998
setelah perubahan Rp. 2.555.750.000

(2) Rincian Belanja dimaksud Ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh
A.IVR Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulaiberlaku pada haridiundangkan setelah mendapat
pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

D i t e tapkand i  Pema lang
Pada tanggal 23 Desember 1997

DEWAN PERWAKII-AN RAI$AT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

PEMALANG
Ketua,

cap
ttd

TARMUDJI

Disahkan Oleh Gurbenur Kepala Daerah Tingkat lJawa Tengah
Dengan Keputusan Nomor 903/1 2411 998

Tanggal 19 Januari 1998

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pemalang
Nomor:2 Tanggal :24 Januari 1998

Ser i  :  D Nomor:2

SEKRETAR IS WI I.AYAH/DAERAH TINGKAT I I PEMAI.ANG

cap.
ttd

Drs. MOELIONO
Pembina Utama Muda

NIP 500 0?9622

cap
ttd

Drs. H. MUNIR
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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TIN'GKAT IJAWA TENGAH
NOMOR : 903/12411998

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 1997

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 1997/1 998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat ll Pemalang Nomor :
910/5975/19g7lKU tanggal 24 Desember 1997 perihal
Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 1997 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
1 997/1 998.

Men imbang :  bahwa se te lah  d i lakukan pengka j ian  te rhadap
P e r a t u r a n  D a e r a h  N o m o r  4  T a h u n  1 9 9 7  t e r s e b u t
ternyata telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,maka
p e n g e s a h a n n y a  p e r l u  d i t e t a p k a n  d e n g a n  S u r a t
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  Jawa
Tengah.

Memperhatikan: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997
tanggal 20 Pebruari 1 997 perihal Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1997/1998 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/85/Bangda
tanggal 14 Januari 1997 perihal Petunjuk Pelaksanaan
Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat llTahun
Anggaran 1997/1998 ;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor  903/5703 tangga l  '11  Mare t  1997 ten tang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 ;
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4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 903/543/1 997 tanggal 23 Mei 1 997
tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat ll Pemalang Nomor 2 Tahun 1997
tanggal 31 Maret 1997 tentang Penetapan APBD
Kabupaten Daerah Tingkat  l l  Pemalang Tahun
Anggaran 1997/1998.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
keuangan Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belania Oaerah ;

5. Peraturan Menteridalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996
tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun '1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanla
Daerah:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996
tentang Kedudukan Keuangan, Ketua, Wakil Ketuadan
Anggota DPRD;

Mengingat :  1 .

2.

3.

4.
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Menetapkan
PERTAMA

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor94 Tahun 1984
tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama
Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal
19 Januari 1988 tentang Penyernpurnaan Bentuk dan
Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

'11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor903-617tanggal
2 5  J u l i  1 9 8 8  t e n t a n g  L a n g k a h  P e n y e m p u r n a a n
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun
1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
l l  Pemalang Nomor 4 Tahun 1997 tanggal 23Desember
1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pemalang
Tahun Anggaran 1997/1998, dengan ketentuan sbb :
1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1997/

1998 semula sebesar Rp. 34.637.870.000,00 diperkirakan
bertambah dengan Rp. 14.152.534.000,00 sehingga
menjadi sebesar Rp. 48.790.404.000,00

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998
semula sebesar Rp. 34.637.870.000,00 diperkirakan
bertambah dengan Rp. 14.152.534.000,00 sehingga
menjadi sebesar Rp. 48.790.404.000,00 dan dirinci
sebagai berikut :
a. Belanja Rutin

sebelum perubahan . . . . . . . " .  Rp. 15.715.642.000,00
bertambah . . . .  Rp. 10.836.276.000,00
Belanja Rutin
setelahperubahan Rp. 26.551.918.000,00

b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan . . . . . . . . .  Rp.
bertambah ..... Rp.

18.922.228.000,00
3.316.258.000,00

Belanja Pembangunan
setelah perubahan . . . . . . . . . . .  Rp. 22.238.486.000,00
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3.

Jumlah Anggaran
Belanja Daerah
setelah perubahan Rp. 48.790.404.000,00

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :
a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)

Tahun Anggaran 199711998 semula sebesar
Rp. 2.255.750.000,00 diperkirakan bertambah
dengan Rp. 300.000.000,00 sehingga menjadi
sebesar Rp. 2.555.750.000,00

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun
A n g g a r a n  1 9 9 7 / 1 9 9 8  s e m u l a  s e b e s a r
Rp. 2.255.750.000,00 diperkirakan bertambah
dengan Rp. 300.000.000,00 sehingga menjadi
sebesar Rp. 2.555.750.000,00 dan dirinci sbb :
1. Belanja Rutin

sebelum perubahan . . .  Rp. 2.255.750.000,00
bertambah
Belanja Rutin
setelah perubahan ....

Rp. 300,000.000,00

Rp. 2.555.750.000,00
2. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan ... Rp.
ber tambah . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp.
Belanja Pembangunan-
setelah perubahan ..... Rp.
Jumlah Belanja Urusan
Kas dan Perhitungan
setelah perubahan .... Rp. 2.555.750.000,00

Dengan demikian, jumlah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll
Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 setelah
perubahan adalah sejumlah Rp. 48.790. 404.000,00
dengan rincian sebagai berikut :
1.  PENDAPATAN:

- Pendapatan ................ Rp. €.790.40i4.000,00
2. BELANJA:

- Rutin ........ Rp. 26.551.918.m0,m
- Pembangunan ........... Rp. 22.238.486.CP0,0Q

Jumlah ... RP. 28.7S.4O4.m0,00

- .
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Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai
berikut:

PENDAPATAN:
- Pendapatan.. . . . . . . . . . . . . . .  Hp. 2.555.750.000,00

BEI.ANJA:
- Rutin
-  Pembangunan. . . . . . . . . . .  Rp.  -

Jumiah Rp. 2.555.750.000,00
S e l i s i h  R p .  N I H I L

Untuk pelaksanaan Diktum PERTAMA Surat Keputusan
ini supaya memperhatikan pedoman sebagai berikut :

1.  PENDAPATAN:

1 . 1 . U n t u k  t a h u n  a n g g a r a n  y a n g  a k a n  d a t a n g
p e n c a n t u m a n  A y a t  1  . 1  . 1  . 0 0 0  "  S i s a  L e b i h
Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu " dalam
anggaran manajemen supaya dilengkapi dengan
uraian penjelasan yaitu Sisa Kas, Srsa UUDP pada
Bendaharawan dan Sisa Hutang/Piutang pada
Bag ian  Urusan Kas dan Perh i tungan (UKP) .
Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980
tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

1 . 2 . U n t u k  T a h u n  A n g g a r a n  y a n g  a k a n  d a t a n g
Penganggaran Pendapatan  da lam anggaran
manajemen (Lampiran Ai l )  Keputusan Bupat i
Kepala Daerah Tingkat ll Pemalang supaya dirinci
sesuai dengan target rencana masing-masing
pendapatan menurut jenisnya.
Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

1 .3 .Agar  d i indahkan maksud ke ten tuan D ik tum
K E E M P A T  b u t i r  ( 1 , 2 , 3 b  d a n  6 )  d a l a m  S u r a t
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat lJawa
Tengah Nomor 903/543/1997 tanggal 23 Mei 1997

3.

KEDUA
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tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat l l
Pemalang Tahun Anggaran 1 997/1 998.

1 . 4 . U n t u k  t a h u n  y a n g  a k a n  d a t a n g  p e n e r i m a a n
Bantuan yang tercantum dalam SPABP dari Dana
Non Pendamping dan Dana Pendamping (Rupiah
Murn i  dan RPLN) ,  supaya d ianggarkan da lam
APBD. Sedangkan SPABP yang bersumber dari
B L N  s u p a y a  d i c a n t u m k a n  d a l a m  a n g g a r a n
m a n a j e m e n  s e b a g a i  c a t a t a n ,  d e n g a n
menyebutkan jenis, nomor dan jumlah BLN dalam
kolom 3 (Keterangan) sehingga tidak menambah
jumlah nilai Peraturan Daerah APBD/Perubahan
APBD.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bersama
Dirjen Anggaran Departemen Keuangan dan Dirjen
P U O D  D e p a r t e m e n  D a l a m  N e g e r i  N o m o r
sE-31/A/45/0307
0S0.12l6991pff iO 

tanggal 11 Maret 1997 perihal

Penyed iaan dan Penya luran  Dana Bantuan
Pembangunan Dati ldan Dati  l l .

2, BELANJA RUTIN .

2.1. Beberapa Pasal yang tercantum dalam beberapa
Pos antara lain :
- Pos 2.2.1 "DPRD" Pasal 2.2.1.1OQ2a "Tunjangan

Kesejahteraan Anggota DPRD" dan Pasal
2.2.1.1009a"Biaya Perjalanan Dinas dan Pindah"

- Pos 2.2.4 "Dipenda" Pasal 2.2.4.1081 "Uang
Perangsang atau Insentif'

yang tercantum dalam anggaran manajemen
supaya d iber ikan  pen je lasan r inc ian
penggunaannya.

2.2. Penganggaran Pos 2.13.1 "Ganjaran/Subsidi dan
Sumbangan" Pasal 2.13.1.1 l26 "Penyisihan Paiak
dan Retribusi kepada Desa/Kelurahan" sebesar
Rp. 224.463.000,00
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a. Berdasarkan :
-  AlokasiTingkat I

Tahun Anggaran
1 997i1 998 sebesar . . . . . .  Rp.298.993.000,00

- Kekurangan
Tahun Anggaran
1996/1997sebesar. . .  Rp. 47.215.368,00

Jumlah R-p.s+d2dfu-6dpo
b. Yang dianggarkan dalam

APBD Dati ll Pemalang
(dari  TK,l)  sebesar. . . . . . . . .  Rp. 204.463.000,00

Jumlah yang belum
dianggarkan dalam
Tahun Anggaran 1 997/1 998
sebesar Rp. 141 .745.368,00

Kekurangan tersebut supaya dianggarkan kembal i
dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 199811999.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 973/
002004 tanggal 20 Januari 1994 perihal Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
49,50 dan 98 Tahun 1990.

3. BELANJA PEMBANGUNAN
3.1 . Untuk tahun anggaran yang akan datang terhadap

proyek bantuan yang dibiayai dari Daerah Tingkat
|  (2PO.A)  penganggaran dan pe laksanaanya
supaya d ianggarkan da lam tahun anggaran
berkenaan.
Sebagai contoh Bantuan Proyek dari  Daerah
Tingkat I  (2PO.A) Tahun Anggaran 1996/1997
(APBD Murni)  baru di laksanakan dalam Tahun
Anggaran 1997/1998, seperti Pasal 2P0.6.1 .02.003
"Proyek Luncuran Peningkatan Jalan Bodeh-Kesesi
Kecamatan Bodeh" sebesar Rp. 160.000.000,00
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3.2. Untuk tahun anggaran yang akan datang :

a. Penulisan pelaksanaan proyek yang tercantum
dalam anggaran manajemen kolom 3 (t iga)
K e t e r a n g a n  s u p a y a  r i n c i a n  k e g i a t a n n y a
d i l e n g k a p i  p u l a  d e n g a n  r i n c i a n  d a n a n y a .
Penu l isan  jumlah anggaran pada ko lom 4
(empat) supaya ditulis jumlah anggaran setelah
perubahan.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri  Nomor 903-617 tanggal 12 Jul i
1988 ten tang Penyempurnaan Bentuk  dan
Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

b. Uraian . iudul proyek supaya di lengkapi pula
dengan lokasi Kecamatan sebagai satu kesatuan
dari judul proyek.

3 . 3 .  P e n g a n g g a r a n  u n t u k  S i s t e m  P e n d a f t a r a n
Penduduk dan Catatan Sipi l  yang dianggarkan
dalam APBD Murni Tahun Anggaran 1997/1998
Pasal 2P0. 12.1.01.001 sebesar Rp. 30.750.000,00
s e h a r u s n y a  s e b e s a r  R p .  4 5 9 . 1 6 7 . 5 0 0 , 0 0
kekurangannya supaya dianggarkan dalam Tahun
Anggaran 1998/1999.

Hal tersebut sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 1997 tanggal 5 September 1997
tentang Kecepatan Pembangunan dan Penerapan
Sistem Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen
Kependudukan.

3.4. Untuk tahun yang akan datang seluruh pemberian
bantuan yang bersifat penyaluran/pemberian dana/
transfer yang bersifat Lumpsum kepada Lembaga/
Organisasi Masyarakat/BadanfVayasan, Taman
Kanak-kanak, SMPN/Swasta, Organisasi Sosial
P o l i t i k  d a n  I n s t a n s i  V e r t i k a l  l a i n n y a  t i d a k
diperkenankan dianggarkan dalam bentuk proyek.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Untuk keperluan tersebut agar dianggarkan pada
Bagian 2.14 "Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian
Lain" kecuali Bantuan Khusus yang ditetapkan
melalui Alokasi Inpres Dati ll.

3 . 5 .  P a s a l  2 P . 0 . 1 8 . 1 . 0 3 . 0 0 8  " P r o y e k  P e n g a d a a n
Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
di Kabupaten Daerah Tingkat ll Pemalang" sebesar
Rp. 442.350.000,00 pelaksanaan pengadaanya
terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/ijin
dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat lJawaTengah
dengan melampirkan Daftar Inventaris Kendaraan
yang ada.

Hal tersebut sesuai dengan lnstruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1997/'1998.

Segera dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat ll Pemalang Nomor : 910/3093/1997/
KUtangga l  23  Desember  1997 ten tang Pen jabaran
K e g i a t a n / P a s a l  d a n  P r o y e k  P e r u b a h a n  A n g g a r a n
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
ll Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998, sesuai dengan
catatan-catatan tersebut diatas dan dikirimkan kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai
laporan.

Sete lah  mener ima Sura t  Keputusan Pengesahan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini,
K e p a l a  D a e r a h  s u p a y a  m e n g u m u m k a n n y a  d a l a m
Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku
surut sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat ll Pemalang Nomor 4 Tahun 1997 tanggal
23 Desember '1997, dengan catatan bahwa semua jenis
penerimaan dan pengeluaran harus berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
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Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dal am
S u r a t  K e p u t u s a n  i n i ,  a k a n  d i a d a k a n  p e m b e t u l a n
sebagaimana mestinya.

D i t e t a p k a n  d i  S e m a r a n g
pada tanggal 19 Januari  1998 

I
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWATENGAH I

Cao

}+d

S O  E W A R  D  I

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth ;
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarla di Yogyakarta;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) diJakarta;
3. Departemen Dalam Negeri  (Dit jen PUOD Up. Direktur Keuangan Daerah)

di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan

diJakarta;

-,

9 .
' t n

Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah BiCang I dan ll;
Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
Semua Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah,
P e m b a n t u  G u b e r n u r  J a w a  T e n g a h  u n t u k  W i l a y a h  P e k a l o n g a n  d i
Pekalongan;
Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
Kepala Inspektorat Wilayah Propinsf Daerah Tingkat I Jawa Tengah di
Semarang;

1 1. Kepala Drpenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
12. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah

d iSemarang;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di

Semarang;
14. Kepala Biio Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di

Semarang;
15. Bupati Kepala Daerah Tingkat l[ Pemalang diPemalang;
16. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat ll Pemalang di Pemalang.
17. Pertinggal.

I
\

7A
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